BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

1. Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen
berubah menjadi Lembaga Negara Independen dalam arti sebagai
dependent regulatory agencies. Pembentukan dependendent regulatory
agencies dapat dengan undang-undang atau keputusan presiden. KPK
masih Independen tetapi hanya pada tugas dan wewenangnya saja,
secara kedudukan KPK menjadi dalam rumpun eksekutif. Hal tersebut
dikarenakan KPK dibedakan antara Kedudukanya dengan fungsi, tugas
dan wewenangnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-
XV/2017 terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi, KPK yang telah
menjadi Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif tidak
mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan tes
asesmen kepada Pegawai KPK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Implikasinya KPK dianggap sebagai
Lembaga Negara Penunjang dalam rumpun eksekutif hanya bersifat
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk
Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dampak dari kedudukan
KPK menjadi dalam rumpun eksekutif menjadikan pegawai KPK
dijadikan Pegawai ASN sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
Pegawai ASN KPK harus memerhatikan political will presiden.

2. Pengaturan kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Penunjang
kedepannya dijadikan sebagai Lembaga Negara Independen yang tidak
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5.2.Saran

berada di cabang kekuasaan manapun tetapi bersifat quasi yang dapat
melaksanakan tugas dan wewenang eksekutif atau independent
comissions dan boards. Selain itu agar sesuai dengan UNCAC dan
Jakarta Principles. KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dilihat
secara terpisah dari kedudukannya tetap independen tetapi tidak otonom
atau mandiri dari Lembaga Negara yang lain, sehingga perlu dijadikan
otonom kembali dan kemiripan dari fungsi, tugas dan wewenang
Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK tidak dapat dijadikan dasar
untuk dijadikan atau dimasukan suatu KPK dalam rumpun eksekutif
karena kewenangan KPK telah diberikan ciri tertenntu. Dalam Pasal 11
UU 19/2019 mengenai apa saja yang dapat menjadi objek kewenangan
KPK belum jelas memberikan kriteria apa saja yang dapat menjadi
objek kewenangan KPK apakah bersifat kumulatif atau tidak.
Penanganan pemberantasan korupsi KPK yang belum terencana dapat
menghambat pemberantasan korupsi, sehingga dengan adanya rencana
atau memfokuskan pemberantasan korupsi di tempat tertentu dapat
mendorong pemberantasan korupsi. Selain itu, pengawasan terhadap
KPK dapat dilakukan dengan cara internal dari Dewan Pengawas dan
eksternal melalui Ombudsman tetapi tidak boleh mengganggu

independensi KPK.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji
undang-undang mengenai KPK, seharusnya Hakim Mahkamah
Konstitusi uga mencari nilai keadilan dalam masyarakat tidak hanya

menjaga sifat final dan binding. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang dari komisi negara oleh
Mahkamah Konstitusi terkadang dapat dipisahkan dan tidak, terlihat
pada putusan-putusan mengenai KPK, sehingga untuk berikutnya,
Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap tegas terhadap fungsi, tugas
dan wewenang dalam dasar hukum pembentukan komisi dan oleh
pembentuk undang-undang disebutkan antara kedudukan, fungsi, tugas
dan wewenang tidak dapat dipisahkan demi kepastian hukum.

Melihat awal tujuan pembentukan KPK untuk menangani extra
ordinary crime berupa korupsi dan untuk mencapai tujuan tersebut
memerlukan cara yang luar biasa juga. Cara luar biasa KPK harus dapat
bebas, otonom atau mandiri secara kedudukan, fungsi, tugas dan
wewenang. Sehingga perlu diubah kembali Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
menjadikan KPK kembali independen yang tidak berada pada
kekuasaan manapun oleh pembentuk undang-undang.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK perlu dijelaskan
kembali apakah kriteria-kriteria yang dapat menjadi objek kewenangan
KPK bersifat kumulatif atau tidak oleh pembuat undang-undang.

. Untuk dapat mendorong pemberantasan korupsi, KPK dapat membuat
suatu rencana agar dapat memfokuskan pemberantasan korupsi. Seperti

pemberantasan korupsi di lembaga kepolisian, ketika angka korupsi
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sudah rendah dalam lembaga tersebut, pindah ke Lembaga Negara yang
lain.

Kedudukan komisi-komisi negara seperti KPK belum memiliki
kedudukan yang jelas dalam ketatanegaraan Indonesia, pada sewaktu-
waktu dapat menjadi bebas dari seluruh pihak-pihak lain dan sewaktu-
waktu dapat menjadi bagian dari salah satu cabang kekuasaan negara
yang lain. Oleh karena itu kedudukan komisi negara perlu dimasukan
ke dalam UUD NRI 1945 untuk memperjelas kedudukannya oleh MPR.
Rumusan pasal dalam UUD NRI disarankan sebagai berikut:

“Komisi Negara bersifat independen atau penunjang yang berwenang
untuk membantu menyelenggarakan negara.”
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